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KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”)

Tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta
kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan
leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah,
yang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu
beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan,
memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud
untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Penerapan Kebijakan ini dalam Grup EMTEK mencakup hal sebagai berikut: pengetahuan yang
memadai mengenai konsumen dan target pasar; pelaksanaan analisis yang memadai terhadap
konsumen dan target pasar, produk yang dihasilkan, serta setiap entitas; pengawasan aktif dari
manajemen, pengendalian intern, sumber daya manusia dan pelatihan yang dapat diaplikasikan
melalui prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee
screening), melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, dan
menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan agar timbul kesadaran mengenai
tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme

Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan tersebut, dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara
pidana maupun perdata.

Dalam hal adanya pelanggaran berat terhadap Kebijakan ini, maka individu yang melanggar
tersebut bersedia mengundurkan diri.



